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ABSTRAK 

 

Persetujuan medis atau Informed Consent adalah pernyataan pasien dalam 

hal ini selaku konsumen kesehatan atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa 

persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah 

menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau 

penolakan. pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan 

keluarga orang tua angkat. Tujuan dari Persetujuan medis antara lain adalah untuk 

melindungi pasien dalam hal ini sebagai formulir perlindungan konsumen 

kesehatan terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan 

pasien, dan memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang 

tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak 

mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal 

mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.  

Penulis melihat terdapat permasalahan pokok mengenai persetujuan medis 

untuk perlindungan kosnumen. Permasalahan itu terdiri dari Apakah persetujuan 

medis saat ini sudah sesuai dengan syarat-syarat perlindungan konsumen, 

Bagaimana hubungan hukum antara pasien, dokter maupun rumah sakit dalam 

hukum perlindungan konsumen, Apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara 

penyelesaiannya dalam hukum perlindungan konsumen. 

Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian yuridis 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan, untuk mendapatkan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-

Undang dan para ahli hukum. Data-data yang diperoleh dianalisis melalui metode 

silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi perpustakaan. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

persetujuan medis yang ada saat ini sudah memenuhi syarat sahnya persetujuan 

medis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum 

kepustakaan ini peneliti menyarankan masih diperlukan adanya penyempurnaan 

kolom administrasi dan adanya pengesahan secara global bentuk dari formulir 

persetujuan medis. 
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ABSTRACT 

 

The informed consent is the statement of the patient as the healthcare 

consumer or their legal representatives that contains the agreement towards the 

medical action plan proposed by the doctor after receiving sufficient information 

in order to be able to approve or reject, to educate and to raise the child into the 

adoptive parent’s family environment. The purposes of the Informed Consent are 

to protect the patient in this case as a form of healthcare consumer protection 

against any medical action performed without the patient's knowledge, and 

provide legal protection to the doctor against unexpected and negative 

consequences, for example to the unavoidable risk of treatment that occurs even if 

the doctor has done as much as possible and act with great care. 

The author sees that there are major issues concerning informed consent for 

consumer protection. The issue consists of whether the current informed consent 

is in conformity with the terms and conditions of consumer protection, the legal 

relationship among patient, doctor and hospital in the consumer protection law, 

what constraints that occur and how to solve them in consumer protection law. 

In order to solve this problem, the author conducts a normative juridical 

research or literature law research, to obtain secondary data consisting of 

primary legal materials and secondary legal materials in the form of constitutions 

and law experts. The data obtained were analyzed through syllogistic method and 

interpreted by using deductive thinking pattern. Data collection technique used is 

literature study techniques. 

Based on the analysis that has been done, it can be concluded that the 

current informed consent has met the valid requirement of the informed consent, 

in accordance with the law by examining the current medical action consent form 

and its application in the hospital. In this case, researcher suggest that the 

colomn of informed consent must have the colomn of administration and make a 

global verification from that informed consent. 
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